
SALINAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 
NOMOR 5 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEKALONGAN, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

guna menindaklanjuti klarifikasi Gubernur Jawa Tengah 

sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor 180/008969 

tanggal 1 September 2014, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditinjau kembali dan 

disempurnakan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan; 
 

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4586); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5657); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3381); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 

sebagaimana telah     diubah     dengan     Peraturan 
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Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410;) 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan  Agama dan Pendidikan Keagamaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4769); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008  Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4941); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 
 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

70/2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik 

yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Kecerdasan 

dan/atau Bakat Istimewa. 
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19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 40); 
 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 41); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan 
dan 

BUPATI PEKALONGAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41), 

diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 25 

 

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, 

pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 

memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas: 

a. Kepala Sekolah/Madrasah yang menjalankan 

fungsi menajemen satuan pendidikan; dan 

b. Komite Sekolah/Madrasah yang menjalankan 

fungsi pengarahan, pertimbangan dan pengawasan 

akademik. 
 

 

2. Ketentuan Pasal 54 ayat (3), diubah sehingga secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 54 
 

(1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal 

berpedoman pada standar nasional pendidikan dan 

dimungkinkan untuk menerapkan standar 

internasional sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan 

pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik dan potensi satuan pendidikan 

sesuai kewenangannya. 

(3) Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis 

kompetensi dengan memperhatikan: 

a. pendidikan agama; 

b. peningkatan iman dan taqwa; 

c. peningkatan akhlak mulia; 

d. peningkatan  potensi,  kecerdasan  dan  minat 

peserta didik; 

e. keragaman potensi daerah dan lingkungan; 

f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 

g. tuntutan dunia kerja; 

h. pendidikan budi pekerti; 

i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni; 

j. dinamika perkembangan global; dan 

k. persatuan nasional serta nilai-nilai 

kebangsaan. 

(4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal 

diserahkan  kepada satuan pendidikan dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungan dan 

kemampuan peserta didik serta sumber daya yang 

dimiliki oleh satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

(5) Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah mata pelajaran Bahasa Jawa wajib 

diajarkan. 

(6) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan 

alokasi waktu yang sudah ditentukan dan hal 

tersebut menjadi tanggung jawab satuan 

pendidikan. 

(7) Kurikulum dapat dijabarkan menjadi bahan ajar 

yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan 

perkembangan peserta didik. 
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3. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

 

Pasal 83 
 

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak 

memberikan sanksi administratif kepada pengelola 

dan/atau penyelenggara satuan pendidikan atas 

pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 44, Pasal 

47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51  dan 

Pasal 76. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa : 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh 

kegiatan; 

c. penundaan atau pembatalan pemberian 

sumber daya pendidikan; 

d. penggabungan; 

e. pembekuan; dan/atau 

f. penutupan. 
 

 

4. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

 

Pasal 85 
 

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan baik  yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai 

Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), 

Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 80 dikenai sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 80 dikenai sanksi administratif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 
 

 

Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal 25 Maret 2015 

BUPATI PEKALONGAN, 

Ttd. 
 
 

 

Diundangkan di Kajen 

pada tanggal 25 Maret 2015 

AMAT ANTONO 

 

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 

Ttd. 

MUKAROMAH SYAKOER 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 

NOMOR 5 
 
 

Salinan sesuai aslinya, 

Kepala Bagian Hukum 

Setda Kabupaten Pekalongan 
 
 
 
 
 

 

Endang Murdiningrum, SH. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19631005 199208 2 001 
 
 
 
 
 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 

PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2015) 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 
NOMOR 5 TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 
I. UMUM 

Bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

juncto ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan juncto ketentuan Pasal 94 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah, guna menindaklanjuti klarifikasi Gubernur Jawa Tengah 

sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 180/008969 tanggal 1 

September 2014, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu 

ditinjau kembali dan disempurnakan. 

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan guna penyempurnaan 

lebih lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup Jelas. 

Pasal 25 

Cukup Jelas. 

Pasal 54 

Cukup Jelas. 

Pasal 83 

Cukup Jelas. 

Pasal 85 

Cukup Jelas. 

Pasal II 

Cukup Jelas. 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

NOMOR 46 
 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 
PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2015) 
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